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ABSTRAK 

 

Santiyani Safitri (2024) : Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II 

Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya   

Warga Negara Asing Secara Ilegal Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian 

  

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masuknya warga negara asing 

secara ilegal di wilayah Selatpanjang yang dimana ketentuan mengenai prosedur 

masuknya orang asing sudah diatur dalam undang-undang namun pada 

kenyataannya masih ada orang asing yang masuk secara ilegal, orang asing yang 

masuk secara ilegal ini telah melakukan pelanggran terhadap hukum keimigrasian 

setempat. Untuk itu perlu dipertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan 

oleh pihak keimigrasian selaku badan pengawasan terahadap keluar dan masuknya 

warga negara asing. Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui pelaksanaan 

pengawasan Kantor Imigrasi  kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya 

warga negara asing secara ilegal. Serta apa saja faktor penghambat Kantor 

Imigrasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap masuknya warga negara asing 

secala ilegal. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat 

langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi. Sifat 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis 

empiris. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan utama 

yaitu kepala Kantor Imigrasi dan pegawai penyidik negeri sipil keimigrasian dan 

informan pendukung yaitu tokoh masyarakat. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil dari penelitian ini bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor 

Imigrasi kelas II Selatpanjang, melakukan pengawasan secara terbuka dan 

pengawasan secara tertutup. Pengawasan secara terbuka adalah pengawasan yang 

dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi lain seperti adanya kerjasama 

dengan tim pengawasan orang asing dan juga melibatkan masyarakat, sedangkan 

pengawasan secara tertutup adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

imigrasi saja atau dikenal dengan badan intelejen dan penindakan keimigrasian. 

Dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi tersebut masih 

belum bisa dikatakan efektif karena masih ditemukan adanya warga negara asing 

yang masuk secara ilegal. Adapun faktor penghambat Kantor Imigrasi dalam 

melakukan pengawasan adalah kurangnya personil Kantor Imigrasi dan luasnya 

wilayah kerja yang dimiliki oleh kantor Imigrasi. 

 

Kata kunci : Pengawasan, Imigrasi, Warga Negara Asing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum yang 

berkedaulatan rakyat dan merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk 

Republik.
1
 Indonesia merupakan negara yang menjadi tempat keluar 

masuknya Warga  Negara Asing dengan memiliki tujuan tertentu baik tujuan 

secara individu maupun kelompok. Wisatawan asing di Indonesia harus 

memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, yang diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2
 

Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang 

keluar maupun masuk ke wilayah negaranya. Pengaturan itu mencangkup 

suatu hal dalam berkunjung maupun tinggal sementara, dan setiap negara 

memiliki peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang 

mana dapat dikenal sebagai ketentuan keimigrasian. Negara Republik 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia negara 

hukum yang dimana terdapat supremasi hukum dalam negara tersebut. 

Berlakunya supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan, dan 

tidak ada satupun perbuatan yang melanggar yang dapat merugikan 

masyarakat atau negara. 

                                                           
1
 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2
 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 8 Ayat (1) 



 

 

2 

Kemajuan dalam berbagai bidang merupakan dampak pengaruh 

globalisasi yang terjadi di dunia. Hal tersebut mendorong terjadinya interaksi 

yang tinggi yaitu hubungan antar manusia meningkat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Mobilitas perpindahan yang terjadi dalam melakukan interaksi 

tidak hanya berada dalam salah satu wilayah saja tetapi sudah terjadi 

perpindahan antar negara. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukannya 

dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan berlaku sebagaimana yang 

diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3
 

Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan 

keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah 

Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta 

merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
4
 

Hukum di Indonesia tidak bisa lepas dari masyarakat yang dimana 

artinya keberadaan hukum itu sendiri akan selalu senantiasa berdampingan 

dan berkaitan dengan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada 

hakikatnya hukum dapat dijadikan sebagai norma yang menjadi sarana 

mengatur kehidupan antar pribadi dalam masyarakat, terciptanya hukum guna 

                                                           
3
 Moh. Asir, dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk 

Mendapatkan PaporRepublik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan”, Journal 

UNIBA Law Review Volume 1., No. 1., (2019), h. 50. 
4
 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ayat (1) 
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mencapai tujuan-tujuan masyarakat serta dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan baik individu maupun kelompok.
5
 

Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian 

layanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar 

maupun masuk setiap orang asing ke dalam wilayah Indonesia, serta 

pengawasan terhadap warga negara asing yang keberadaannya terdapat di 

wilayah Republik Indonesia.
6
 

Faktor pengawasan adalah salah satu faktor esensial karena melalui 

pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu perjalanan warga negara asing 

sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam perizinan keimigrasian, 

instruksi ataupun asas yang telah ditentukan dapat diketahui kesulitan dan 

kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui 

apakah sesuatu berjalan dengan efisien atau tidaknya.
7
 

Hukum keimigrasian yang di mana diatur dalam Pasal 1 butir (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang 

yang masuk keluar wilayah indonesia serta pengawasan dalam menjaga 

tegaknya kedaulatan negara.
8
  

                                                           
5
 Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum), (Jakarta: 

Kencana, 2018), Cet. ke-1., h. 29. 
6
 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 

Nasional,(Jakarta: Universitas Indonesia UI Press, 2004), h. 2 
7
 Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Atas Pembiayaan Daerah Dalam 

Kerangka Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 206 
8
 Loc.cit Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 
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Pasal 9 Undang – Undang Keimigrasian dijelaskan bahwa : 
9
 

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui    

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi. 

2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan 

dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. 

3. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau 

identitas diri seseorang. 

Melalui peraturan-peraturan yang diatur oleh hukum Keimigrasian 

diharapkan  dapat memberikan ketertiban serta menjadi suatu pedoman dalam 

mengatur orang-orang yang berlalu lintas keluar masuk negara Indonesia bagi 

Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sehingga tidak 

terjadinya tindakan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku. 

Bagi seluruh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing 

yang memiliki kebutuhan maupun tujuan tertentu dalam perjalanan keluar 

Indonesi dan akan masuk kembali ke tanah air Indonesia, disinilah peran 

hukum keimigrasian mengatur tata tertib serta menegaskan kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh warga negara tersebut 

salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. 

Dikeluarkannya Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya 

disebut paspor yang menjadi syarat sahnya melalui peraturan merupakan 

sebuah dokumen sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia 

                                                           
9
 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 9  
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kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perjalanan 

antarnegara yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu.
10

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat 

aturan mengenai bahwa masuknya pelamar yang merupakan orang asing di 

Indonesia dilarang keras dan orang dari negara lain harus memiliki bukti 

masuk dipidana dengan pidana penjara apabila masa berlaku permohonan 

telah habis.
11

 

Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor biasanya memuat 

tentang identitas pemilik paspor yang dimana antara lain yaitu, nama, tempat 

dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda – tanda badan, tanda tangan serta 

terdapat foto pemilik dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Pada 

kenyataannya di zaman ini sering terjadi pemalsuan dokumen oleh oknum-

oknum baik individu maupun kelompok dalam memenuhi kepentingan dalam 

mencari keuntungan individu maupun kelompok. Dokumen yang sering 

dipalsukan salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia. 

Untuk mengimbangi ancaman yang masuk ke dalam wilayah suatu 

negara, maka imigrasi memerankan peranan penting untuk melakukan 

pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing maupun warag negaranya 

sendiri. Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, pejabat berwenang meminta setiap Orang Asing yang berada di 

Wilayah Indonesia memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan 

                                                           
10

 Sihar Sihombing, Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia, (Bandung: 

Aulia Mulia, 2013), h. 22  
11

 Jazim Hamidi dan Charles Christian, Kebijakan Imigrasi di Indonesia, (Jakarta : Sinar 

Graphic, 2016 ), h. 45. 
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atau Izin Tinggal yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka 

melaksanakan pengawasan Keimigrasian.
12

 

Pengawasan terhadap keberadaan dan lalu lintas orang asing perlu 

lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatkan kejahatan internasional. 

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat kedatangan 

orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia, termasuk 

kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup tindak pidana 

keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana 

keimigrasian, karena itu pula perlu diatur mengenai penyidik imigrasi yang 

menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan undang-undang 

yang ada.
13

 

Berdasarkan pasal 68 Bab VI tentang pengawasan keimigrasian,  

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan 

bahwa : 

1.  Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat 

permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggak 

dilakukan dengan : 

a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data  dan informasi 

b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang  dikenai Penangkalan atau 

Pencegahan. 

                                                           
12

 Lavia Tambuwun, Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia’, Lex Et Societatis, 6.9 (2019), h. 55–62.  
13

M. Alvi Syahrin, „Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi 

Normatif - Empiris‟, Majalah Hukum Nasional, 49.1 (2019), h. 59–89. 
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c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan  Orang Asing di 

Wilayah Indonesia  

d. Pengambilan foto dan sidik jari 

e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan  secara hukum. 

2. Hasil pengawasan Keimigrasian sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

merupakan data Keimigrasian  yang dapat ditentukan sebagai data yang 

bersifat rahasia.
14

 

Kemudian dalam pasal 71 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 

tentang Keimigrasian juga menjelaskan bahwa pejabat berwenang 

meminta setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia 

memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal 

yang dimilikinya Imigrasi yang bertugas dalam rangka melaksanakan 

pengawasan Keimigrasian.
15

  

Berdasarkan  pasal 68 dan 71 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 

tentang Keimigrasian telah dijelaskan tentang wewenang dan pengawasan 

Keimigrasian yang dilakukan oleh pihak Keimigrasian terhadap warga 

negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia, inilah yang menjadi dasar 

hukum terkait bagaimana wewenang pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak Keimigrasian. Namun pada kenyataannya masih ada warga negara 

asing yang masuk ke indonesia secara ilegal bahkan sudah beberapa orang 

                                                           
14

 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 68 Ayat (1) 
15

 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian, Pasal 71 b 
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yang yang diamankan. Setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 7 agustus 

2022, ternyata masih adanya Warga Negara Asing yang berhasil masuk 

keindonesia secara ilegal tepatnya di wilayah Selatpanjang, Warga Negara 

Asing tersebut ialah LW yang berumur 28 tahun dan mengaku sebagai 

warga negara Malaysia sekarang ia ditetapkan sebagai tersangka tindak 

piana Keimgrasian karena ia kedapatan menerobos perairan meranti Riau 

Indonesia secara gelap (Ilegal), dengan demikian tidak menutup 

kemungkinan akan ada permasalahan yang sama di masa akan datang.
16

 

Berdasarkan  uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, 

oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul  

“Kewenangan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang 

dalam Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari akar permasalahan serta 

mengningat waktu yang sangat terbatas maka adanya batasan permasalahan 

maupun ruang lingkup dari penelitian tentang “Pelaksanaan Pengawasan 

Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang dalam Penanganan Masuknya Warga 

Negara Asing Secara Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

                                                           
16

 CK2, https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-

tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses pada 

tanggal 3 Oktober 2023 

https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses
https://www.cakaplah.com/berita/baca/88045/2022/08/07/hendak-ke-malaysia-tanpa-izin-10-wni-dan-1-wna-ditahan-imigrasi-selatpanjang#sthash.Ii8vU67x.dpbs/diakses
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2011 tentang Keimigrasian, dan apa saja faktor penghambat kantor 

Keimigrasian dalam melaksanakan wewenang pengawasan terhadap warga 

negara asing yang masuk secara ilegal”. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang 

dalam penanganan masuknya warga negara asing secara ilegal berdasarkan 

undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian ? 

2. Apa saja faktor penghambat kantor Imigrasi dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk secara ilegal ?  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penalitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kantor Imigrasi kelas II 

selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara 

ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang 

keimigrasian. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat kantor Imigrasi dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk 

secara ilegal. 
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2. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Manfaat Seacara Teoritis 

Manfaat penulisan skripsi ini digunakan sebagai sarana untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam pengkajian 

ilmu hukum yang terjadi. Dan sebagai sarana untuk penelitian ilmiah 

yang berkaitan dengan pengtauran hukum di indonesia sehingga dapat 

menambah wawasan keilmuan. 

b. Manfaat Secara Praktis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pemahaman 

wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum, terutama yang 

berkaitan dengan kewenangan pengawasan kantor Imigrasi kelas II 

Selatpanjang dalam penanganan masuknya warga negara asing secara 

ilegal berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang 

keimigrasian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Keimigrasian 

1. Pengertian dan Sejarah Aturan Hukum Keimigrasian 

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda immigratie 

yang berasal dari bahasa latin immigratio. Kata kerjanya ialah immigreren 

dalam bahasa latin immigrare. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata 

yaitu in yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau 

boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-

orang masuk ke suatu negeri.
17

 

Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas pokok di bidang 

keimigrasian yang memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan 

sekuriti, maka istilah imigrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 

Imigrasi, menurut kaca mata Indonesia, artinya juga ikut meluas. Jadi 

Janganlah beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harafiah 

sedemikian rupa, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang-orang asing ke 

Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit 

atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap  

yang diurus oleh Direktorat Jenderal imigrasi dan berada di bawah.
18

 

 

                                                           
17

 T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding, Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, h 649. 
18

Abdullah Sjahriful, l993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, h. 7-8   
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Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial 

Belanda, akan tetapi secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk 

pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia dan diangkat 

Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat 

Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 

tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. 

Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun 

Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. 

Secara sederhana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) hal penting 

yang diatur, yaitu : 

a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang 

masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia. 

b. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, 

namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna 

tegaknya kedaulatan negara. 

Hal pertama yaitu pengaturan lalu lintas  orang keluar dan masuk 

wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini 

merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu 

perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan 

pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 
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Hal kedua yaitu pengawasan dalam hal ini “pengawasan” adalah 

keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah 

proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang 

ditentukan. Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh 

rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya 

wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan 

orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang 

asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai 

dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.
19

 

Jadi, Pengawasan Keimigrasian, yaitu adalah pengawasan terhadap 

lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta 

pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah 

Indonesia.
20

 Di keimigrasian dikenal dengan trifungsi imigrasi yaitu fungsi 

pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan 

merupakan suatu bagian yang saling terkait dan identik dibidang 

keimigrasian, dengan menciptakan pelayanan masyarakat yang sesuai 

peraturan, serta dilakukannya penegakan hukum terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan keimigrasian sehingga diperoleh peningkatan keamanan 

dalam bidang keimigrasian. 

 

                                                           
19

 Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan 

Nasional, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004), h .20 
20

 Indonesia, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 

Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216 Tentang Keimigrasian 
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B. Pengertian Imigran Gelap Dan Rudenim 

1. Imigran Gelap   

Imigran ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada 

pula yang tak terdaftar. Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri 

secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran 

resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi namun kemudian 

tidak kunjung keluar (overstay). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui 

pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut tanpa dokumen yang 

resmi. Yang terakhir ini pantas disebut sebagai imigran gelap.  

Dalam perspektif keimigrasian, Imigrasi Ilegal (Illegal Immigration) 

adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara 

dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum. Di Indonesia, 

proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila 

melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk/keluar wilayah 

Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.
21

 Imigran 

gelap sendiri terdiri atas dua macam yaitu: 

a. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara 

illegal atau tanpa memiliki visa ataupun surat – surat perjalanan 

yang sah baik melalui darat, laut dan udara. 

b. Orang asing yang secara legal atau sah memasuki suatu negara, 

namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam 

wilayah negara tersebut serta menyalahgunakan atau melakukan 

                                                           
21

 International Organization for Migrations, Petunjuk Penanganan Tindak Pidana 

Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia), (IOM, 2012), h. 

2–3. 
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kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian surat izin 

kemigrasian yang diberikan kepadanya.
22

  

Mengenai bagaimana perlakuan orang asing di suatu negara, DJ. 

Harris menerangkan bahwa terdapat dua pendekatan yang berbeda yang 

dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang, dimana negara 

maju menginginkan adanya perlakuan dengan standar minimum 

internasional (international minimum standard) artinya orang asing 

diperlakukan dengan melihat standar-standar aturan internasional; 

sedangkan negara berkembang memberikan perlakuan sesuai aturan 

nasional negara dengan melihat kepentingan nasional (national treatment) 

kepada orang asing.
23

 

Melihat sudut pandang yang lebih jauh, selama ini penanganan 

terhadap imigran gelap atau  illegal di Indonesia dilakukan dengan 

menggunakan dasar hukum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 

Tentang Keimigrasian yang telah mengadopsi prinsip – prinsip yang 

tertuang didalam United Nations Covention Against Transnational 

Organized Crime dan dua protokol tambahannya. Melalui dasar hukum  

tersebut, negara memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur keberadaan 

orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Indonesia selaku sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat 

mengatur keberadaan setiap imigran illegal tersebut, baik yang datang 

                                                           
22

 Jamin Ginting, „Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in 

The Assets Recovery in Indonesia’ (2012) 9 IJIL UI, h. 565- 566 
23

 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law (Sweet and Maxwell, 2004)., h. 

564. 
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dengan dokumen ataupun yang tidak berdokumen. Tetapi dalam 

pelaksanaannya sendiri, Undang – Undang tentang Keimigrasian dirasa 

belum efektif dalam mengatur keberadaan para imigran gelap di Indonesia. 

2. Rudenim 

Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat 

penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan 

Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara asal,Orang 

asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan Deteni. Rumah Detensi 

Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian 

sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai 

Tindakan Administratif Keimigrasian.
24

  

Petugas imigrasi harus teliti dan tegas dalam menyaring orang asing 

masuk atau keluar wilayah Indonesia. Apabila ada orang asing yang masuk 

atau keluar wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku, maka petugas imigrasi harus mengambil tindakan 

administratif lalu ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Tidak 

hanya orang asing yang terkena tindakan administratif yang ditempatkan di 

rudenim tapi juga para korban penyelundupan dan perdagangan orang, orang 

asing yang menempati rumah detensi imigrasi disebut deteni.  

Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang 

Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat 

                                                           
24

 Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 

Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
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Imigrasi.
25

 Deteni juga memiliki jangka waktu tinggal saat berhuni di Rumah 

Detensi Imigrasi, jadi para deteni juga tidak bisa terus tinggal di rudenim. Hal 

ini sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan 

bahwa seorang Deteni menerima detensi sampai dideportasi dengan jangka 

waktu paling lama 10 tahun. Apabila lebih dari 10 tahun, seorang menteri atau 

pejabat imigrasi dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi. jika 

dalam 10 tahun seorang Deteni masih belum dideportasi, maka menteri dan 

pejabat imigrasi akan menupayakan para deteni untuk di deportasi agar 

nantinya tidak memberikan dampak buruk kepada masyrakat Indonesia. 

 

C. Kewenangan Hukum 

1. Pengertian Wewenang 

Kata kewenangan dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai 

hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang di punyai untuk melakukan 

sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 

kekuasaan berasal dari legislate (diberi undang-undang) atau dari 

kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri 

dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang 

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.
26

 

Didalam era perkembangan globalisasi ini telah memuat dampak 

kenaikan pada lalu lintas orang dan barang di antar negara-negara yang 

saling memiliki kepentingan, sehingga batasan antar Negara semakin 

                                                           
25

 Pasal 1 ayat 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 

Peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
26

 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2008). 

h.78 
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mudah untuk dijangkaui demi berbagai kebutuhan dan kepentinga seperti 

indrustri, perdagangan, pariwisata serta lain sebagainya. Untuk 

mengembangkan hal tersebut, di Indonesia telah memuat peraturan 

Perundang-undangan yang mengaturnya diantaranya yaitu, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelayanan di kantor 

imigrasi sama halnya melayani publik atau pelayanan umum dan 

pelayanan administrasi pemerintah, untuk memberikan perizinan 

perjalanan ke luar negeri, memantau imigran yang datang, pemberian visa 

dan lain-lain. Kantor Imigrasi di Indonesia menyebar di beberapa daerah 

provinsi Indonesia dengan jumlah kantor sebanyak 115 kantor yang terdiri 

dari tingkatan dan perbedaan tingakat kantor imigrasi tersebut menunjukan 

kewenangan dan agendanya yang berbeda di disetiap kantor, Kantor 

imigrasi dibedakan menjadi beberapa kantor imigrasi  yaitu kelas I, kelas 

II dan kelas III.
27

 

 Dalam literatur Ilmu Politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum 

sering ditermukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang 

kekuasaan sering di samakan begitu saja dengan kewenangan dan 

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula 

sebaliknya.  

 

 

 

                                                           
27

 Dede Rizky Setiawan, “Tugas Dan Wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati Dalam 

Upaya Perlindungan Tenanga Kerja” Vol. 6, No. 1, Diponegoro Law Journal, (Fakultas Hukum, 

Universitas Diponegoro. 2017),  h. 11 
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Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu 

pihak yang memerintah dari pihak lain yang diperintah”.
28

 

2. Bentuk-bentuk Kewenangan  

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka 

rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam system 

pemerintahan negara, Perpektif kedaulatan rakyat (the sovereihgty the 

people), sesuai kekuasaan dalam konteks kenegaraan berasal dari rakyat, 

fungsi-fungsi negara dibedakan dalam 3 cabang yaitu eksekutif, 

legislative,yudikatif. 

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk 

memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula 

bahwa kadangkala, mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam 

memperoleh wewenang. Tetapi, dalam kaitannya dengan wewenang 

pemerintah untuk membuat keputusan, Philipus M. Hadjon secara tegas 

mengatakan bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh kewenangan 

membuat keputusan yaitu atribusi dan delegasi.
29

  

Sementara itu, Suwoto Mulyosudarmo dengan menggunakan istilah 

kekuasaan mengemukakan bahwa, ada dua macam pemberian kekuasaan 

yaitu perolehan kekuasaan yang sifatnya atribut dan perolehan kekuasaan 

                                                           
28

  Miriam Budiardjo, Dasar dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia  Pustaka  Utama, 

1998), h. 5-36 
29

 Philipus, M.Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia 

(Introduction to the Indonesia Administrative Law), (Yogyakarta Gajah Mada University Pres), 

cet, ke-1., h. 128 - 129 
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yang sifatnya derivatif. Perolehan kekuasaan secara derivatif dibedakan 

atas delegasi dan mandat.
30

 

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. 

Dalam tinjauan Hukum Tata Negara astribusi ditunjukkan dalam 

wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan 

pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat 

undang-undang. Kewenangan astribusi tersebut hanya di miliki oleh DPR, 

Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang.  

 

D. Pengawasan  

Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan 

proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan 

tugas telah sesuai dengan aturan yang telah di tentukan. Pada awalnya 

pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan 

tetapi mengingat perkembangan masyarakat yang semakin meningkat 

dilakukan secara menyeluruh termasuk Warga Negara Indonesia khususnya 

dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.
31

 

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh orang 

atau lembaga untuk membandingkan rencana atau tujuan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu agar dapat mengambil tindakan penyembuhan yang 

diperlukan untuk dapat melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan 

dengan efektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan yang telah 

                                                           
30

 Suwoto, Mulyosudanno, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap 

Pidato Nawaskara,  (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,  1997), h. 39  
31

 Yosep Riwu kaho, Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing, Jurnal Ilmu 

Politik, Volume 2., (1987) 
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direncanakan. Pengawasan adalah setiap proses yang dilakukan oleh orang 

atau lembaga untuk melihat apakah semua yang direncanakan telah berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan juga berarti mengadakan 

pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan 

perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.32 

Menurut S.P.Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan pada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan kegiatan 

manajer yang mengusahakan agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang ditentukan sebelumnya.
33

 

Pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi 

pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan 

menjadi sama pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. 

Disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa 

pengawasan keimigrasian meliputi:  

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen 

perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar 

wilayah Indonesia. 

2. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar 

wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 
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33
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orang asing selama berada di wilayah Indonesia.
34

 

Sedangkan pengawasan yang diatur di dalam keimigrasian tercantum 

pada Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi “Pengawasan keimigrasian terhadap 

orang asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar dan 

pemberian izin tinggal”. 

Kemudian terkait dengan pengawasan terdapat tiga tipe dasar 

pengawasan antara lain: 

1. Pengawasan pendahuluan, dirancang untuk mengantisipasi masalah-

masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan 

memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu 

diselesaikan. Jadi pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif 

dengan mendeteksi masalah-masalah dan mengambil tindakan yang 

diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. 

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu 

prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu 

sebelum kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang 

lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

3. Pengawasan umpan balik. Pengawasan ini terkenal sebagai past-action 

control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan, dan 

penemuan-penemuan yang diterapkan untuk kegiatan serupa di masa yang 
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akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan 

setelah kegiatan terjadi.
35

 

Pengawasan salah satu manajemen untuk melakukan proses kegiatan 

untuk memastikan tujuan suatu sasaran telah dilakukan dengan baik sesuai 

rencana yang ada dalam ketentuan-ketentuan lembaga yang bersangkutan. Di 

dalam melakukan pelaksanaan suatu pengawasan adalah hal yang penting 

untuk menjaga kelancaran pekerjaan maupun organisasi yang terdiri dari 

berbagai komponen, agar bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena 

pada dasarnya pengawasan yang terbaik adalah ketika pengawasan tersebut 

berjalan dengan sangat efektif, maksudnya dapat disimpulkan jika terdapat 

penyimpangan maka diharuskan untuk mengambil tindakan perbaikan supaya 

dalam kegiatan ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.
36

  

Pengawasan warga negara asing dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, 

Pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan Pengawasan 

administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap warga 

Negara asing di wilayah Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang 

pengawasannya saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi tersebut 

sebagai wujud dari adanya beberapa ketergantungan sistem karena 

pengawasan lapangan itu tidak selalu dapat dilaksanakan apabila tidak ada 

temuan hasil pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin 

tinggal.
37
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Terdapat kebijakan yang digunakan dalam keimigrasian yaitu merujuk 

dalam tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

bagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini 

yang akan dijadikan acuan bagi penyelenggara negara yang dikhususkan 

dalam kebijakan di bidang keimigrasian. Terdapat dua kebijakan keimigrasian 

terhadap warga negara asing yaitu dengan pendekatan prosperity ialah warga 

negara asing yang diizinkan masuk yang menetap maupun melakukan 

kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang menguntungkan bagi kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu dengan pendekatan sekuriti 

yakni mengizinkan dan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap 

mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertibanya.
38

 

Warga negara asing yang akan masuk dan berada di kawasan 

Indonesia pasti melewati pengawasan keimigrasian, sebagaimana apa yang 

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk 

maupun keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka 

menjaga tegaknya kedaulatan suatu negara”. 

Untuk menjalankan sebuah Undang-Undang Keimigrasian, maka 

pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2013) yang mana 

pelaksanaan peraturannya masih tergantung pada peraturan sebelumnya 

                                                           
38
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25 

selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintahan dalam bidang keimigrasian. Dari beberapa penjelasan tersebut, 

maka yang menjadi objek dari keimigrasian meliputi dua hal antara lain adalah 

lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian. 

 

E. Warga Negara Asing 

1. Pengertian Warga Negara Asing 

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal 

pada suatu negara tertentu, orang asing yaitu orang yang bukan warga 

negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia, sehubungan dengan 

pengertian itu, Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap 

orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang 

asing.
39

 

Adapula Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan pendatang 

dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia, dengan 

batasan waktu yang telah di tentukan dengan hubungannya dengan negara, 

sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi 

ke negara asalnya.40 

Pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 menyebutkan setiap 

orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang 

asing.
41

 Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk 

Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan 
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kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan 

pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah 

hak. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, setiap orang 

asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di 

persona non grata kana tau diserahkan kepada negara lain, terutama 

apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan 

status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk 

wilayah Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar 

wilayah Indonesia. Disamping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan 

diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing Dalam Hukum Keimigrasian 

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak dan kewajiban  

saat  berada di Indonesia. Di bidang politik, orang asing tidak 

diperkenankan untuk campur tangan dalam politik dalam negeri Indonesia. 

Oleh karena itu, setiap orang asing tidak mempunyai hak pilih, baik hak 

pilih aktif maupun pasif dalam pemilihan umum di Indonesia, bidang 

perekonomian yaitu setiap orang asing yang bekerja atau berkegiatan di 

Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari Menteri 

Tenaga Kerja sesuai dengan undang-undang, bidang pendidikan yaitu 

tidak diperkenankan adanya sekolah asing kecuali sekolah kedutaan untuk 

keperluan keluarga korp diplomatik dan konsuler.
42
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Selain kewajiban yang telah disebutkan di atas, masih ada lagi 

kewajiban orang asing yang bersifat tidak formal. Kewajiban-kewajiban 

tersebut berupa, harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya 

dimana mereka bertempat tinggal mereka harus menjaga ketertiban dan 

kesusilaan yang sesuai dengan adat- istiadat di lingkungan dimana mereka 

bertempat tinggal. Suatu negara yang berdaulat menurut hukum 

internasional mempunyai hak untuk menerima dan mengusir orang asing 

dari wilayahnya, jika ternyata orang asing yang berada di wilayahnya 

melakukan tindakantindakan yang dapat membahayakan negara tersebut. 

Jadi hak negara untuk mengeluarkan orang asing dari negara atau 

wilayahnya adalah suatu hak yang diakui oleh Hukum Internasional. Hak 

ini hanya dibatasi oleh prinsip hukum internasional tentang perlakuan 

terhadap orang asing dan dengan adanya perjanjian internasional, seperti 

dengan adanya Konvensi.
43

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti beberapa literature terdahulu, 

maka peneliti menemukan adanya beberapa literature yang memiliki relevansi 

dengan peneliti tulisan, yaitu sebagai berikut : 

1. Skripsi oleh Adnan Khanafi, Universitas Islam Riau (2021), Pelaksanaan 

Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota 

Pekanbaru. 
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   Tujuan penelitian oleh Adnan Khanafi, adalah untuk mengetahui 

serta hambatan pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor 

Imigrasi kelas 1 Pekanbaru. Serta mengetahui apa saja faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pengawasan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi 

kelas 1 Kota Pekanbaru. Hasil penelitian Bahwa pelaksanaan pengawasan 

sudah dilakukan namun belum maksimal terutama kegiatan pengawasan 

Warga Negara Asing yang memiliki habis masa izin tinggal, pelanggaran 

aturan yang dilakukan Disiplin jam keluar dan masuk Warga Negara 

Asing, dan tindakan meresahkan masyarakat. Kesimpulan bahwa 

Pengawasan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota 

Pekanbaru belum maksimal hal ini dikarenakan kurangnya jumlah 

pegawai secara khusus dalam melakukan kegiatan pengawasan kegiatan 

Warga Negara Asing, kurangnya kerjasama Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota 

Pekanbaru dengan masyarakat Kota Pekanbaru, dan pemberian sanksi 

tegas bagi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran. 

   Persamaan dengan penelitian Adnan Khanafi, sama-sama 

membahas tentang Pelaksanaan  Pengawasan Warga Negara Asing Oleh 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, Sedangkan perbedaandaanya 

dengan penelitian terdahulu adalah lebih berfokus pada pelaksanaan 

pengawasan warga negara asing oleh kantor imigrasi kelas I Kota 

Pekanbaru. Sedangkan penulis berfokus pada kewenanangan pengawasan 

keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing secara ilegal.
44
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2. Skripsi oleh, Nurazizah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-

Banda Aceh,(2021) Pengawasan Keimigrasian Kelas II Meulaboh 

Terhadap Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian. 

   Tujuan penelitian Nurazizah untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor 

Imigrasi kelas II Meuolaboh. Serta apa saja faktor pengahambat yang 

dihadapi oleh pejabat Kantor Imigrasi kelas II Meoulaboh dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing. 

   Hasil Penelitian yang ditemukan bahwa dalam pengawasan 

imigrasi kelas II Meulaboh terhadap warga negara asing telah berjalan 

sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang 

keimigrasian meskipun dalam menjalankan pengawasan lapangan yang 

kurang efektif dikarenakan jangkauan wilayah yang sangat luas dan juga 

kurangnya petugas di bagian pengawasan warga negara asing kantor 

imigrasi kelas II Meulaboh.  

   Persamaan dengan penelitian Nurazizah, sama-sama membahas 

tentang pengawasan keimigrasian kelas II Meulaboh terhadap warga 

negara asing menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih 

berfokus pada pengawasan  keimigrasian terhadap masuknya warga 

negara asing, sedangkan penulis berfokus pada kewenanangan 
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pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga negara asing secara 

ielgal.
45

 

3. Skripsi oleh Riza Safin Nabila, Universitas Islam Negeri Kiai Haji 

Achmad Siddiq Jember (2022), Pengawasan Keimigrasian Terhadap 

Warga Negara Asing Yang Mengajukan Izin Tinggal Di Wilayah 

Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian. 

   Tujuan penelitian Riza Safin Nabila, . untuk mengetahui 

bagaimana pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang 

mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember 2. 

Untuk mengetahui bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam 

pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Jember 3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan 

keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang tidak mengajukan izin 

tinggal dan overstay di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. 

   Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan peneliti yaitu, 

pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang 

mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia. Sudah berjalan sesuai 

dengan aturan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang 

keimigrasian meskipun dalam menjalankan pengawasan lapangan yang 
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kurang efektif, dikarenakan oleh beberapa kendala Kantor Imigrasi kelas 

I TPI Jember yaitu dalam hal jarak dan kurang kesadaran dari Warga 

Negara Asing (WNA) itu sendiri dalam hal batas akhir izin tinggal yang 

telah ditentukan pejabat Imigrasi Jember. Apabila pejabat imigrasi 

mendapati orang asing yang melakukan kegiatan yang mencurigakan 

maupun dapat dicurigai, serta orang asing yang menyalahgunakan izin 

tinggal dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang 

Keimigrasian akan dikenakan tindakan administratif dan dapat juga 

dikenai sanksi berupa deportasi dan penangkalan. 

   Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang Bagaimana 

pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada kewenangan 

keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal sedangkan penulis berfokus 

pada kewenanangan pengawasan keimigrasian terhadap masuknya warga 

negara asing.
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah 

masalah adapun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode 

ilmiah.
47

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnyaatau keadaan 

yang nyata dimasyarakat. Dengan maksud untuk mengetahui dan 

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikadsi masalah 

yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.
48

 

2. Sifat Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitan yang bertujuan 

menggambarka secara tepat suatu individu, keadaan, gejala suatu kelomok, 

tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam 

masyarakat.
49
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 

yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji 

peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku serta  melihat 

bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang 

terjadi didalam kehidupan masyarakat.
50

 Dalam hal ini Undang-undang yang 

digunakan adalah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian.  

 

C. Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kantor 

Imigrasi Kelas II Tpi Selatpanjang Kota, Jl Merdeka, Kec. Tebing Tinggi, 

Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

D. Informan Penelitian 

  Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Pada 

penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah 

subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
51

 

1. Informan Utama 

  Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan 

detail tentang masalah penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini 
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yang menjadi informan utama yaitu kepala Kantor Imigrasi kelas II 

Selatpanjang dan penyidik pegawai negeri sipil. 

2. Informan Pendukung 

  Informan pendukung, merupakan orang yang memberikan informasi 

tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian 

kualitatif, dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung yaitu 

tokoh masyarakat yang berada disekitar wilayah Selapanjang Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

Tabel III.1 

Daftar Informan Penelitian 

 

No Jenis Informan Identitas  Jumlah 

1 Informan Utama Kepala Kantor Imigrasi 

Selatpanjang dan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil 

Keimgrasian  

2 

2 Informan 

Pendukung 

Tokoh Masyarakat 2 

Total : 4 

  Sumber Data : Kantor Imigrasi Selatpanjang 

 

E. Subjek dan Objek Penelitian 

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor 

Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selatpanjang, 

Dan Tokoh Masyarakat sedangkan Objek penelitianya adalah kewenangan 

pengawasan keimigrasian kelas II Selatpanjang dalam penanganan masuknya 

warga negara asing secara ilegal. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

 Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam 

bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber 

data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan 

literatur, meliputi :
52

  

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama, yaitu pernyataan dari Kepala Kantor Imigrasi melalui 

wawancara dalam penelitian. Pengumpulan data primer dengan melakukan 

observasi, wawancara atau interview langsung kepada responden, yang 

diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian.
53

  Data 

primer adalah data yang diperoleh dari pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang 

yaitu kepala Kantor Imigrasi dan pegawai penyidik negeri sipil 

keimigrasian. 

2. Data Sekunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak 

langsung tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan perundang-

undangan dan karya ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Asing 
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 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 112 
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b. M. Alvi Syahrin, „Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian 

Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris‟, Majalah Hukum 

Nasional, 49.1 hal (2019) 59-89 

 

G. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan 

untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

1. Observasi, pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun 

kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat,pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan 

perasaan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek 

penelitian 

2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau 

responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali 

informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti 

untuk melengkapi data yang diperlukan. Hasil wawancara termasuk 

sumber data primer dalam penelitian sosiologis. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah penulis yang akan diteliti. 

4. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karyakarya 

monumental dari seseorang. 
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H. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptip kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara 

tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. 

Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
54
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 Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Balai Pustaka,2010) h.77. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan  

Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam Penanganan 

Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal, serta Faktor Penghambat 

Kantor Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Warga Negara 

Asing Yang Masuk Secara Ilegal maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang Dalam 

Penanganan Masuknya Warga Negara Asing Secara Ilegal. Pengawasan 

yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang yaitu dengan 

melakukan pengawasan secara secara terbuka dan pengawasan secara 

tertutup. Pengawasan secara terbuka adalah pengawasan yang dilakukan 

dengan melibatkan instansi-instansi lain seperti adanya kerjasama dengan 

tim pengawasan orang asing dan juga melibatkan masyarakat, sedangkan 

pengawasan secara tertutup adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

imigrasi saja atau dikenal dengan badan intelejen dan penindakan 

keimigrasian. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi 

Kelas II Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terkait masuknya 

warga negara asing secara ilegal belum bisa dikatakan efektif karena 

masih banyak ditemukan adanya warga negara asing yang masuk secra 

ilegal dan adanya keluhan dari masyarat terkait pengawasan yang 

dilakukan oleh pihak imigrasi itu tidak menyeluruh hal itu terbukti dengan 
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mereka tidak melakukan sosialisasi terkait pengawasan ini ke wilayah 

yang kurang terjangkau.  

2. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan 

Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal. Faktot-faktor 

penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi antara 

lain : 

1. Luasnya jangkauan Wilayah kerja yang diatur dan dipegang oleh Kantor 

Imigrasi Kelas II Selatpanjang. 

2. Kendala mengenai kurangnya jumlah Petugas Imigrasi, Pejabat Imigrasi 

maupun Tim Pengawasan orang asing yang bertugas. 

 

B. Saran 

1. Pengawasan Warga Negara Asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II 

Selatpanjang perlu meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Imigrasi 

Kelas II Selatpanjang dan meningkatkan petugas Kantor Imigrasi Kelas II 

Selatpanjang dalam bidang pengawasan untuk dapat menjangkau 

pengawasan di dalam kota maupun di pedalaman mengingat wilayah kerja 

yang luas sehingga pengawasan bisa lebih efektif. 

2.  Memaksimalkan keberadaan TIM PORA dengan selalu berkoordinasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan 

warga Negara Asing. Diharapkan masing-masing instansi memaksimalkan 

tupoksi dan saling membagi informasi dalam penanganan pengawasan 

warga Negara Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II 

Selatpanjang. 
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3.  Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk 

menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila 

mengetahui keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang melakukan 

pelanggaran dikarenakan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II 

Selatpanjang sangat luas 
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